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a. bahwa dalam rangka penyertaan modal pemerintah Provinsi
Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha
Milik Negara Dan Pihak Ketiga;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan· maka
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan .
Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada
Badan Usaha Milik Daerah; .

1. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan­
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang .
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas
Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun 1993 Nomor 1 Seri D);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Nomor 6
Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan
Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor Seri D Nomor 17);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun
2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan
Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2002 Nomor 121);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4);

10, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);

11, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
2009 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
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(1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal
kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga mulai tahun 2013 sampai
dengan tahun 2020 maksimal sebesar Rp.1.706.623.574.000,00 (satu
trilyun tujuh ratus enam milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima
ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal3

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f diubah
sehingga keseluruhan bunyi Pasal 3 sebagai berikut :

PasalI

Menetapkan PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAANPERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN
2013 TENTANGPENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA
MILIKNEGARADANPIHAKKETIGA.

MEMUTUSKAN:

Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 43);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun
2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan
Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 59);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 68), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 Nomor 2016);
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

(2) Perincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai beriku t :

a. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah maksimal sebesar
Rp.45.000.000.000,OO (empat puluh lima milyar rupiah).

b. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah
maksimal sebesar Rp.105.070.574.000,OO (Seratus lima milyar
tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

c. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
maksimal sebesar Rp.1.140.502.000.000,OO (Satu trilyun seratus
empat puluh milyar lima ratus dua juta rupiah).

d. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah maksimal
sebesar Rp.177.551.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar
lima ratus lima puluh satu juta rupiah).

e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan
maksimal sebesar Rp.221.500.000.000,OO (seratus enam puluh
milyar rupiah).

f. Perseroan Terbatas Kawasan Industri Wijayakusuma maksimal
sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

g. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida maksimal sebesar
Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

(3) Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan tidak
mendapatkan penyertaan modal karena sudah terpenuhinya modal
dasar.
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